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RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG

BAB I 
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.
Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJM Daerah sesuai tugas fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk mencapai Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis.
Dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran memiliki hubungan yang erat. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Keterkaitan yang diharuskan terutama dalam hal indikator kinerja yang digunakan dalam proses penetapannya, rumusan indikatornya, maupun dalam proses pelaporan atau evaluasinya.
Rencana Strategis ini disusun berdasarkan isu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.
Untuk mewujudkan visi kota Malang yaitu Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota  Bermartabat maka penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Malang harus dijalankan sebaik-baiknya dengan prinsip Good Governance yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan efisiensi, efektifitas serta profesionalisme.

1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini disusun berdasarkan pada:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018 – 2023

11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Walikota Malang Nomor  62  Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.  Maksud 
Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tahun 2018 – 2023 disusun dengan maksud adalah :
1. Sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang untuk melaksanakan program dan anggaran kegiatan, dalam menjalankan amanah Visi, Misi dan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
2. Dasar penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Sarana analisis, monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi untuk kegiatan serta pelaksanaan program dengan instansi terkait dalam setiap program dan kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Sumber informasi bagi pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan dan program tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang;
5. Kerangka dasar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan;

1.3.2.  Tujuan 
Sedangkan tujuan di susunnya Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Kesatuan Bangsa dan politik kota Malang adalah :
1. Terciptanya peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang.
2. Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program-program yang tercakup secara sinergis yang mendukung sasaran pembangunan daerah.
3. Terciptanya program yang mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan.
4. Terciptanya hubungan antara keluaran ( output ) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung ( immediate outcome ) dan selanjutnya dengan hasil akhir ( final outcome ) yang benar dan lengkap.

1.4. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematikan penulisan;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
2.2. Sumber Daya PD
2.3. Kinerja Pelayanan PD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
3.5. Penentuan isu-isu Strategis
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN 
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP




